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KATA PENGANTAR 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 disusun 

berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022. LKjIP Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 

merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi 

dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi 

pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian 

kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan 

evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis 

pengukuran kinerja. 

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan 

gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat 

keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan 

indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat 

menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi 

pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang. 

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan 

LKjIP Tahun 2022 ini sehingga saran dan masukan masih kami perlukan 

demi kesempurnaan di waktu yang akan datang. 
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Ikhtisar Eksekutif 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 ini merupakan bentuk 

pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran 

strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026. Untuk 

mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, 

program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. 

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Musi Rawas yang dihasilkan di tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut : 

a. Sasaran strategis 1 : Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing 

dengan indikatornya jumlah lulusan pelatihan, capaian kinerja sampai dengan 

akhir bulan Desember 2022 adalah 100% sehingga masuk kategori sangat 

baik. 

b. Sasaran strategis 2 : Meningkatnya akses ketersediaan lapangan kerja 

dengan indikatornya jumlah penduduk angkatan kerja dan jumlah penduduk 

yang bekerja, capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2022 

adalah 97,22% sehingga masuk kategori kurang. 

c. Sasarana strategis 3 : Meningkatnya perlindungan tenaga kerja 

dengan indikatornya jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan 

hubungan industrial, capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 

2022 adalah 100% sehingga masuk kategori Baik. 

d. Sasaran strategis 4 : Meningkatnya kemandirian transmigran 

dengan indikatornya jumlah penghasilan kepala keluarga transmigran, 

capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2022 adalah 100% 

sehingga masuk kategori sangat baik. 
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Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas juga ditunjukkan oleh pencapaian target 

terkait dengan Capaian SDG’s Ketenagakerjaan. 

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap 

sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi 

Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi ke depan, sebagai berikut : 

1. Masih terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal dan masih adanya 

kesempatan kerja yang tidak terisi karena tidak sesuainya kompetensi pencari 

kerja dengan kebutuhan dunia industri; 

2. Tidak semua kasus Hubungan Industrial dicatatkan karena belum semua 

pengusaha dan pekerja memahami penyelesaian perselisihan Hubungan 

Industrial. 

 

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini 

penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Musi Rawas dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, 

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden 

No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. 

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Tenaga 

Kerja Dan Transmigrasi selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan 

pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran 

serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang 

berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. 

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas, capaian 

tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan 

visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. 

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan 

harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan 

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate 

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung 

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang 
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Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (SAKIP). 

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten 

Musi Rawas diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan 

akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, 

visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target 

yang telah ditetapkan. 

B. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas, merupakan 

unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam bidang 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan 

tugas pembantuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

C. Tugas dan Fungsi 

Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas No. 37 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Musi Rawas menetapkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Musi Rawas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah 

bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas mempunyai fungsi : 

a. penyusunan perencanaan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 

b. perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 

c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 
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d. pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaaan kegiatan 

dibidang program, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan 

tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial, syarat kerja 

dan jaminan sosial serta pembangunan dan pengembangan kawasan 

transmigrasi; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang program, pelatihan kerja dan 

produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan 

kerja, hubungan industrial,syarat kerja dan jaminan sosial serta pembangunan 

dan pengembangan kawasan transmigrasi; 

f. pelaksanaan administrasi penatausahaan Dinas; 

g. pembinaan terhadap UPT Dinas; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Drs. MEFTA 

JONI, M.M. yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural 

sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini: 
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Penjelasan Bagan : 

Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi  Rawas membawahi 

langsung : 

i. Sekretariat 

ii. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja 

iii. Bidang Pembinaan, Pelatihan, Sertifikasi dan Pemagangan 

iv. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 

v. Bidang Transmigrasi 

vi. UPTD Balai Latihan Kerja 

vii. Kelompok Jabatan Fungsional 

D. Isu Strategis 

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu 

mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan 

yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal 

maupun lingkungan internal. Isu strategis yang melingkupi Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas, antara lain sebagai berikut : 

a. Isu-Isu Strategis Ketenagakerjaan 

Masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia umumnya dan Kabupaten 

Musi Rawas khususnya dalam ketenagakerjaan adalah semakin tingginya 

penganggur terbuka dan setengah penganggur. Tambahan kesempatan kerja 

baru yang tidak sebanyak tambahan angkatan kerja (AK) baru mengakibatkan 

jumlah penganggur terbuka semakin besar jumlahnya. Pengangguran dan 

setengah pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak 

langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik 

yang juga semakin meningkat. Seandainya masalah pengangguran ini berlanjut 

terus tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap proses 

pembangunan di daerah Kabupaten Musi Rawas. 

Masalah ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian lebih saat ini yaitu 

besarnya angka pengangguran terdidik. Yang dimaksud dengan pengangguran 

terdidik adalah mereka yang mempunyai kualifikasi lulusan pendidikan yang 
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cukup namun masih belum memiliki pekerjaan. Mereka ini sebetulnya memiliki 

latar belakang pendidikan yang cukup, namun tidak terserap oleh pasar kerja. 

Untuk mengatasi masalah pengangguran yang semakin banyak dan kompleks 

diperlukan berbagai upaya dari berbagai pihak terkait termasuk pemerintah. 

Swasta dan lembaga swadaya masayarakat. Ada banyak hal yang dapat 

dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran diantaranya 

adalah meningkatkan penciptaan kesempatan kerja, merumuskan strategi dan 

arah kebijakan ketenagakerjaan yang tepat, menyusun perangkat peraturan 

ketenagakerjaan yang memadai. 

Upaya yang dilakukan dalam rangka penanganan pengangguran ini antara lain 

dengan peningkatan kualitas pencari kerja dan mendorong tumbuhnya 

enterpreneurship berbasis teknologi informasi sebagai langkah untuk 

pemberdayaan angkatan kerja, menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri dan 

orang lain. Adapun program-program yang telah dan akan dilaksanakan oleh 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas terkait dalam 

mengatasi masalah pengangguran ini antara lain Program Peningkatan Kualitas 

dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Peningkatan Kesempatan Kerja. 

b. Isu-Isu Strategis Kondisi Ketransmigrasian 

Program transmigrasi di Indonesia yang telah berlangsung, merupakan sebuah 

perjalanan panjang yang telah terbukti mampu meningkatkan kehidupan bangsa 

Indonesia yang tinggal di negara kepulauan dengan masyarakat yang heterogen. 

Tujuan pembangunan transmigrasi itu sendiri adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan daerah, sekaligus 

memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui transmigrasi, 

pemerataan keadilan kemudian kesejahteraan bisa merata. Melalui program 

transmigrasi juga pengangguran dapat diatasi, pertumbuhan ekonomi serta 

sumber-sumber dan atau titik-titik pertumbuhan baru ekonomi bisa dilaksanakan. 

Pembangunan pedesaan melalui pembangunan pemukiman transmigrasi dalam 

satu kesatuan sistem pengembangan wilayah sebagai peningkatan kesempatan 

kerja dan berusaha, upaya mentransformasi ekonomi dari sektor primer ke 

sektor sekunder dan tersier serta pemberdayaan masyarakat. Pengembangan 

ekonomi lokal dan daerah melalui pembangunan kawasan transmigrasi sebagai 
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upaya mengintegrasikan dan mempercepat terbentuknya kawasan perkotaan 

baru. 

Permasalahan ketransmigrasian yang masih sering dijumpai di lapangan antara 

lain : 

a. Lahan yang diberikan kepada transmigran belum “clear and clean” sehingga 

menimbulkan masalah misalnya lokasi yang kurang layak maupun sengketa 

kepemilikan lahan; 

b. Belum optimalnya penegakan hukum yang mengatur penertiban peruntukan 

lahan. 

E. Landasan Hukum 

LKJIP Kabupaten Musi Rawas ini disusun berdasarkan beberapa landasan 

hukum sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang 

Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota; 

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 
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7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 03 Tahun 2014 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi 

Rawas Tahun 2013 - 2018. 

F. Sistematika 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten 

Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 adalah : 

 BAB I PENDAHULUAN 

  Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis 

yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. 

 BAB II PERENCANAAN KINERJA 

  Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu. 

 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

  Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis 

Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. 

 BAB IV PENUTUP 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A.  Rencanaan Strategis 

 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas menyusun Rencana 

Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Musi Rawas merupakan manifestasi komitmen Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas dalam mendukun visi dan misi Pemerintah Kabupaten 

Musi Rawas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026. 

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2016 tidak terlepas dari kesuksesan 

pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya 

(2016-2021). 

RPJMD Pemerintah Kabupaten Musi Rawas merupakan dokumen landasan atau 

acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Musi 

Rawas No.7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026. 

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 

lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan 

kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas yang harus 

dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. 

 

B. Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara 

kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk 

menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah 

tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja aka diukur 

dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian 

khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi 



 

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 
 

LKJIP Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 

I - 9 

pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga 

perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau 

unit kerja di bawahnya. 

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas menggunakan indikator 

kinerja pada tingkat outcomes atau output penting dan menggambarkan ukuran 

keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Berdasarkan 

sasaran strategis yang telah dijelaskan di atas, maka indikator kinerja utama 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas ditetapkan 

sebagai berikut: 

1. Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat keahlian 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sasaran strategis 1, yaitu : 

Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing 

2. Persentase Kesempatan kerja yang tersedia 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sasaran strategis 2, yaitu : 

Meningkatnya akses ketersediaan lapangan kerja 

3. Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Perlindungan 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sasaran strategis 3, yaitu : 

Meningkatnya perlindungan tenaga kerja 

4. Persentase Peningkatan pendapatan transmigran 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sasaran strategis 4, yaitu : 

Meningkatnya kemandirian transmigran 
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C. Perjanjian Kinerja 

Tabel 1.1 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

KABUPATEN MUSI RAWAS 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 

1 Meningkatnya Tenaga Kerja 

yang Berdaya Saing 

Persentase tenaga kerja yang 

memiliki sertifikat keahlian 

40% 

2 Meningkatnya Akses 

Ketersediaan Lapangan Kerja 

Persentase Kesempatan kerja 

yang tersedia 

64% 

3 Meningkatnya Perlindungan 

Tenaga Kerja 

Persentase Tenaga Kerja yang 

mendapatkan perlindungan 

40% 

4 Meningkatnya kemandirian 

transmigrant 

Persentase Peningkatan 

pendapatan Transmigran 

83% 

5 Meningkatnya  Kualitas Tata 

Kelola Disnakertrans 

1 Nilai Evaluasi SAKIP 

Disnakertrans 

72 

2 Indeks Profesionalitas ASN 

Disnakertrans 

53.31 

 

NO Program ANGGARAN KETERANGAN 

1 Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rp4.769.970.207 APBD-P 

2 Program Pelatihan Kerja dan 

Produktivitas Tenaga Kerja 

Rp56.001.400 APBD-P 

3 Program Penempatan Tenaga Kerja Rp66.000.150 APBD-P 

4 Program Hubungan Industrial Rp67.987.000 APBD-P 

5 Program Pengembangan Kawasan 

Transmigrasi 

Rp71.000.000 APBD-P 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi  

Capaian kinerja organisasi dari sasaran strategis pada Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 

No. 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

1 Meningkatnya 
Tenaga Kerja 
yang Berdaya 

Saing 

Persentase 
tenaga kerja yang 
memiliki sertifikat 

keahlian 

40 13.09 32.72 

2 Meningkatnya 

Akses 
Ketersediaan 
Lapangan Kerja 

Persentase 

Kesempatan 
kerja yang 
tersedia 

64 30.91 48.30 

3 Meningkatnya 
Perlindungan 

Tenaga Kerja 

Persentase 
Tenaga Kerja 

yang 
mendapatkan 
perlindungan 

40 100 250 

4 Meningkatnya 
kemandirian 

transmigrant 

Persentase 
Peningkatan 

pendapatan 
Transmigran 

83 83 100 

5 Meningkatnya  
Kualitas Tata 

Kelola 
Disnakertrans 

1 Nilai Evaluasi 
SAKIP 

Disnakertrans 

72 72 100 

2 Indeks 

Profesionalitas 
ASN 
Disnakertrans 

53.31 53.31 100 
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2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun lalu dan 

beberapa tahun terakhir  

Tabel 1.3 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Terakhir 

No. 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Realisasi 

2020 2021 2022 

1 2 3 4  5  6  

1 

Meningkatnya 
Tenaga Kerja 
yang Berdaya 

Saing 

Persentase tenaga 
kerja yang memiliki 

sertifikat keahlian 

83,3 175 13.09 

2 

Meningkatnya 

Akses 
Ketersediaan 
Lapangan Kerja 

Persentase 

Kesempatan kerja 
yang tersedia 

98,4 49,7 30.91 

3 
Meningkatnya 
Perlindungan 
Tenaga Kerja 

Persentase 

Tenaga Kerja yang 
mendapatkan 
perlindungan 

95,9% 62,5 100 

4 
Meningkatnya 
kemandirian 

transmigrant 

Persentase 
Peningkatan 
pendapatan 

Transmigran 

98,4 100 83 

5 

Meningkatnya  
Kualitas Tata 
Kelola 

Disnakertrans 

Nilai Evaluasi 

SAKIP 
Disnakertrans 

74,64 72 72 

Indeks 

Profesionalitas 
ASN Disnakertrans 

51,40 51,40 53.31 
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3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2022 dengan Target Jangka  Menengah 

Tabel 1.4 

Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka  Menengah 

No. 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 

Tahun 2022 

Target Akhir 

Renstra 

Realisasi 
Tahun 

2022 
terhadap 

Target 
Akhir 

Renstra 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Meningkatnya 
Tenaga Kerja 
yang Berdaya 
Saing 

Persentase 
tenaga kerja yang 
memiliki sertifikat 
keahlian 

40 13.09 32.72 40 32.09 

2 Meningkatnya 
Akses 
Ketersediaan 
Lapangan 
Kerja 

Persentase 
Kesempatan kerja 
yang tersedia 

64 30.91 48.30 78 63.99 

3 Meningkatnya 
Perlindungan 
Tenaga Kerja 

Persentase 
Tenaga Kerja 
yang 
mendapatkan 
perlindungan 

40 100 250 73 136.98 

4 Meningkatnya 
kemandirian 
transmigrant 

Persentase 
Peningkatan 
pendapatan 
Transmigran 

83 83 100 93 89.24 

5 Meningkatnya  
Kualitas Tata 
Kelola 
Disnakertrans 

1 Nilai Evaluasi 
SAKIP 
Disnakertrans 

72 72 100 75 96 

2 Indeks 
Profesionalitas 
ASN 
Disnakertrans 

53.31 53.31 100 55,17 96.62 
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4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusinya 

Berdasarkan RPJMD 2021 - 2026 maka dapat diidentifikasikan permasalahan-

permasalahan yang merupakan isu stratejik Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut :  

I.    Terhadap Anggaran / Dana 

Keterbatasan dana pembiayaan kegiatan aksi, tidak sama dengan yang 

telah direncana. 

II.   Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana 

Dari segi kompetensi belum tersedia sumber daya aparatur untuk  

Pegawai Pengantar Kerja dan Instruktur Kepelatihan 5 (lima) kejuruan 

yaitu , Automotif, Teknologi Mekanik, Pertanian, Listrik dan Aneka 

kejuruan.  

1. Secara Kualitas, SDM tenaga teknis harus terus ditingkatkan seiring 

perkembangan Iptek; 

2. Struktur tata laksana organisasi dan regulasinya belum efektif, 

sehingga perlu dievaluasi;                                

3. Sarana yang dimiliki saat ini belum memadai. 

 

III. Ketenagakerjaan 

1. Tingkat pengangguran, tercatat 3,21% dari total tingkat partisipasi 

angkatan kerja (angkatan kerja Kab. Musi Rawas pada th. 2022 

mencapai 69,06%); 

2. Rendahnya perluasan kesempatan kerja, laju menurunya angkatan 

kerja di Kab. Musi Rawas hanya -1,47 persen;  

3. Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; 

4. Pada umumnya belum terjalin hubungan industrial yang harmonis 

dilingkungan Perusahaan.  

 

 

 

IV. Ketransmigrasian 
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Belum terintegrasi dan terkoordinasi secara baik program-program antar 

sektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi; 

1. Rendahnya kualitas SDM, terutama di pedesaan; 

2. Belum optimalnya penegakan hukum yang mengatur penertiban 

peruntukan tanah. 

3. Kurangnya keterkaitan antara kawasan perdesaan sebagai hinterland 

dengan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi. 

 

Adapun hasil identifikasi faktor internal di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  

Kabupaten  Musi Rawas adalah  sebagai berikut: 

a.  Kekuatan  ( Sthrenghts ) 

1) Tersedianya Peraturaan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang pembentukan 

SOTK, yang memberikan kewenangan otoda di bidang ketenagakerjaan  dan 

ketransmigrasian; 

2) Tersedianya dokumen RPJM Kabupaten periode tahun 2021-2026 

3) Tersedianya dukungan dana APBD dan APBN; 

4) Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik; 

5) Tersedianya sumber daya aparatur atau personil yang memadai; 

6) Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang memayungi bidang 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.  

 

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Tabel 1.5 

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

No 
Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Capaian 

Kinerja 
Program 

% Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat 

Efisiensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Peningkatan 
akuntabilitas 

kinerja ASN 

Jumlah dokumen 

keuangan SKPD 

100% Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

100% Rp.6.840.000 

2 Peningkatan 
akuntabilitas 

kinerja ASN 

Jumlah logistik 
kantor yang 

tersedia 

100% Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

100% Rp.12.040.850 

3 Peningkatan Jumlah dokumen 100% Program Penunjang Urusan 100% Rp.10.000.000 
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akuntabilitas 

kinerja ASN 

yang dicetak dan 

digandakan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

4 Peningkatan 

akuntabilitas 

kinerja ASN 

Jumlah 

koordinasi dan 
konsultasi baik 

ke dalam 
maupun ke luar 

daerah 

100% Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

100% Rp.15.610.000 

5 Peningkatan 

akuntabilitas 

kinerja ASN 

Jumlah tagihan 

rekening yang 

dibayarkan 

100% Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

100% Rp.9.048.130 

6 Peningkatan 

akuntabilitas 

kinerja ASN 

Jumlah jasa 

pelayanan umum 
kantor yang 

dibayar 

100% Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

100% Rp.7.000.000 

7 Peningkatan 

akuntabilitas 

kinerja ASN 

Jumlah peralatan 

gedung kantor 

yang dipelihara 

100% Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

100% Rp.7.000.000 

8 Melakukan 

pelatihan dan 

magang untuk 
pelaku industri 

kecil dan 

menengah 

Jumlah pelatihan 

yang 

dilaksanakan 

100% PROGRAM PELATIHAN 

KERJA DAN 

PRODUKTIVITAS TENAGA 

KERJA 

0% Rp.105.700.000 

9 Melakukan 

pelatihan dan 
magang untuk 

pelaku industri 

kecil dan 

menengah 

Jumlah 

perusahaan kecil 
yang 

berkonsultansi 

100% PROGRAM PELATIHAN 

KERJA DAN 
PRODUKTIVITAS TENAGA 

KERJA 

100% Rp.3.998.600 

10 pencaker yang 

terdaftar di 

Disnakertrans 

Jumlah pencaker 

yang terdaftar di 

Disnakertrans 

100% PROGRAM PENEMPATAN 

TENAGA KERJA 
100% Rp.2.000.000 

11 PMI yang 
terdaftar 

procedural 

Jumlah PMI yang 
terdaftar 

procedural 

100% PROGRAM PENEMPATAN 

TENAGA KERJA 

100% Rp.2.000.000 

12 hubungan 
industrial dan 

Jamsostek 

Jumlah data 
hubungan 

industrial dan 

Jamsostek 

100% PROGRAM HUBUNGAN 

INDUSTRIAL 

100% Rp.1.716.200 

13 perselisihan 
yang dapat 

diselesaikan 

Jumlah 
perselisihan yang 

dapat 

diselesaikan 

100% PROGRAM HUBUNGAN 

INDUSTRIAL 

100% Rp.2.013.000 

14 Memprioritaskan 
pembangunan di 

desa tertinggal 

Jumlah 
infrastruktur 

sosial ekonomi 
dan 

kelembagaan 

yang diberikan 

100% PROGRAM 
PENGEMBANGAN 

KAWASAN 

TRANSMIGRASI 

100% Rp.4.000.000 

Rata-rata Penyerapan Anggaran dan Efisiensi Sumber Daya   
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6. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja  

Tabel 1.6 

Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan 

Pencapaian Kinerja 

Sasaran 

Strategis 
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan 

Meningkatnya 
Tenaga Kerja 

yang Berdaya 

Saing 

Program Pelatihan 
Kerja dan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja 

Persentase 
tenaga kerja 

yang memiliki 

sertifikat keahlian 

Melakukan pelatihan 
Berbasis Kopetensi 

untuk meningkatkan 
keahlian bagi tenaga 

kerja 

Meningkatnya 

Akses 
Ketersediaan 

Lapangan Kerja 

Program 

Penempatan 

Tenaga Kerja 

Persentase 

Kesempatan 
kerja yang 

tersedia 

Menginformasikan 

Lowongan Kerja 

Meningkatnya 

Perlindungan 

Tenaga Kerja 

Program 

Hubungan 

Industrial 

Persentase 

Tenaga Kerja 
yang 
mendapatkan 

perlindungan 

Melaksanakan 

perlindungan tenaga 
kerja yang berselisih 
antara perusahaan dan 

Karyawan 

Meningkatnya 
kemandirian 

transmigrant 

Program 
Pengembangan 
Kawasan 

Transmigrasi 

Persentase 
Peningkatan 
pendapatan 

Transmigran 

Melaksanakan 
pembinaan Eks 

Transmigrasi 
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B. Realisasi Anggaran 

(Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah 
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian 
Kinerja). 

 
Tabel 1.7 

Realisasi Keuangan yang Mendukung Pencapaian Kinerja 

 

No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Kinerja 

Program 

Keuangan 

Target Realisasi Capaian Pagu Realisasi 
Capaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 

Meningkatnya 

Tenaga Kerja 
yang Berdaya 

Saing 

Persentase 

tenaga kerja 
yang memiliki 

sertifikat 
keahlian 

40 13,09 32,72 

program 

pelatihan kerja 
dan 

produktivitas 
tenaga kerja 

Rp.56.001.400,- Rp. 55.844.000,- 99.72%. 

2 

Meningkatnya 

Akses 
Ketersediaan 

Lapangan 
Kerja 

Persentase 
Kesempatan 

kerja yang 
tersedia 

65 30,91 48,30 
program 
penempatan 

tenaga kerja 

Rp.66.000.150,- Rp.65.618.950,- 99.92%. 

3 

Meningkatnya 

Perlindungan 
Tenaga Kerja 

Persentase 
Tenaga Kerja 

yang 
mendapatkan 

perlindungan 

40 100 250 

program 

hubungan 
industrial 

Rp.67.987.000,- Rp.67.734.800,- 99.63%. 

4 

Meningkatnya 

kemandirian 
transmigrant 

Persentase 

Peningkatan 
pendapatan 

Transmigran 

83 83 100 

program 

pengembangan 
kawasan 

transmigrasi 

Rp.71.000.000,- Rp.70.851.750,- 99.97% 

5 

Meningkatnya  

Kualitas Tata 
Kelola 

Disnakertrans 

Nilai Evaluasi 

SAKIP 
Disnakertrans 

72 72 100 

program 
penunjang 

urusan 
pemerintahan 

daerah Rp.4.769.970.207,- Rp.4.601.195.540,- 96.46% 
Indeks 
Profesionalitas 

ASN 
Disnakertrans 

53,31 53,31 100 
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Tabel 1.8 

Realisasi Fisik dan Keuangan 

NO  Prioritas Program dan Kegiatan 
Plafon 

Anggaran 
(Perubahan) 

 Penyerapan  Indikator Kinerja Keluaran (Output) 

 Capaian Target (Rp)  
Realisasi 

(%)  
Narasi Satuan Target Realisasi  % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 

                

 

Perencanaan, Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

      
Jumlah dokumen perangkat daerah 
yang disusun 

        

1 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

                      
15.000.000,00  

                       
14.998.200,00  

100 Jumlah dokumen perencanaan 3 dokumen 3 3 100,0 

2 

Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

                      
15.000.000,00  

                       
14.982.550,00  

100 Jumlah dokumen RKA-SKPD 1 dokumen 1 1 100,0 

3 

Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-SKPD 

                      
15.000.000,00  

                       
14.917.550,00  

99 
Jumlah dokumen perubahan RKA-
SKPD 

1 dokumen 1 1 100,0 

4 

Koordinasi dan Penyusunan DPA-
SKPD 

                      
15.000.000,00  

                       
15.000.000,00  

100 Jumlah dokumen DPA-SKPD 1 dokumen 1 1 100,0 

5 

Koordinasi dan Penyusunan 
Perubahan DPA-SKPD 

                      
15.000.000,00  

                       
15.000.000,00  

100 
Jumlah dokumen perubahan DPA-
SKPD 

1 dokumen 1 1 100,0 

6 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

                      
15.000.000,00  

                       
14.997.300,00  

100 
Jumlah dokumen capaian kinerja 
SKPD 

1 dokumen 1 1 100,0 

7 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
                      
30.000.000,00  

                       
29.993.400,00  

100 
Jumlah dokumen kinerja yang sudah 
dievaluasi 

29 kegiatan 29 20 69,0 

 

Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

      
Jumlah dokumen keuangan yang 
diadministrasikan 

        

8 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
                 
3.607.877.732,00  

                  
3.450.333.327,00  

96 
Jumlah ASN yang menerima gaji dan 
tunjangan 

37orang 42 42 100,0 

9 

Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

                      
78.120.000,00  

                       
78.120.000,00  

100 Jumlah dokumen keuangan SKPD 1 dokumen 1 1 100,0 

10 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 

                      
20.493.000,00  

                       
20.493.000,00  

100 Jumlah dokumen laporan keuangan 
18 

dokumen 
18 18 100,0 

 

Administrasi Barang Milik Daerah 
pada Perangkat Daerah 

      
Jumlah Barang Milik Daerah yang 
diadministrasikan 

        

11 
Rekonsiliasi dan Penyusunan 
Laporan Barang Milik Daerah pada 
SKPD 

                      
29.374.000,00  

                       
29.074.000,00  

99 
Jumlah dokumen laporan Barang Milik 
Daerah 

4 dokumen 4 4 100,0 

 

Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

      
Jumlah dokumen 
pengadministrasian umum 
perangkat daerah 

        

12 

Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

                      
30.000.000,00  

                       
30.000.000,00  

100 
Jumlah jenis komponen instalasi 
listrik/penerangan kantor yang  
tersedia 

14 jenis 14 14 100,0 

13 

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

                      
42.500.000,00  

                       
42.500.000,00  

100 
Jumlah jenis peralatan dan 
perlengkapan kantor yang tersedia 

3 jenis 3 3 100,0 

14 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
                      
36.564.150,00  

                       
36.562.000,00  

100 Jumlah logistik kantor yang tersedia 3 jenis 3 3 100,0 
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15 

Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

                      
21.000.000,00  

                       
21.000.000,00  

100 
Jumlah dokumen yang dicetak dan 
digandakan 

5 jenis 
cetakan 

5 5 100,0 

16 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan 

                      
10.000.000,00  

                         
9.950.000,00  

100 
Jumlah bahan bacaan dan peraturan 
perundang-undangan yang tersedia 

12 bulan 12 12 100,0 

17 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

                    
133.674.000,00  

                     
133.646.542,00  

100 
Jumlah koordinasi dan konsultasi baik 
ke dalam maupun ke luar daerah 

56 kali 56 56 100,0 

 

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

      
Jumlah jasa penunjang yang 
tersedia 

        

18 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
                        
5.000.000,00  

                         
5.000.000,00  

100 
Jumlah surat yang terkirim dan 
materai yang tersedia 

1600 
lembar 

1600 1600 100,0 

19 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

                      
90.874.675,00  

                       
87.577.882,00  

96 
Jumlah tagihan rekening yang 
dibayarkan 

12 bulan 12 12 100,0 

20 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

                    
438.712.200,00  

                     
438.141.499,00  

100 
Jumlah jasa pelayanan umum kantor 
yang dibayar 

28 orang 297 297 100,0 

 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

      
Jumlah Barang Milik Daerah yang 
dipelihara 

        

21 
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

                      
77.280.450,00  

                       
77.232.290,00  

100 
Jumlah kendaraan dinas jabatan yang 
dipelihara 

2 unit 2 2 100,0 

22 
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

                        
8.000.000,00  

                         
1.176.000,00  

15 
Jumlah jenis kendaraan dinas 
operasional yang dipelihara 

4 unit 4 2 50,0 

23 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

                      
20.500.000,00  

                       
20.500.000,00  

100 
Jumlah peralatan gedung kantor yang 
dipelihara 

4 jenis 26 26 100,0 

 
PROGRAM PELATIHAN KERJA 
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA 
KERJA 

      
Terlaksananya pelatihan kerja dan 
produktivitas tenaga kerja 

        

 

Konsultansi Produktivitas pada 
Perusahaan Kecil 

      
Jumlah konsultansi produktivitas 
kepada perusahaan kecil yang 
sudah terlaksana 

        

24 
Pelaksanaan Konsultansi 
Produktivitas kepada Perusahaan 
Kecil 

                      
56.001.400,00  

                       
55.844.000,00  

100 
Jumlah perusahaan kecil yang 
berkonsultansi 

30 
perusahaan 

30 25 83,3 

 

PROGRAM PENEMPATAN 
TENAGA KERJA 

      
Tersedianya penempatan bagi 
calon tenaga kerja 

        

 

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja       
Jumlah informasi pasar kerja yang 
dikelola 

        

25 

Pelayanan dan Penyediaan Informasi 
Pasar Kerja Online 

                      
50.000.150,00  

                       
49.618.950,00  

99 
Jumlah pencaker yang terdaftar di 
Disnakertrans 

1 dokumen 1 1 100,0 

 
Pelindungan PMI (Pra dan Purna 
Penempatan) di Daerah 
Kabupaten/Kota 

      
Terlaksananya kegiatan 
perlindungan pra dan purna 
penempatan PMI 

        

26 
Peningkatan Pelindungan dan 
Kompetensi Calon Pekerja Migran 
Indonesia (PMI)/Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) 

                      
16.000.000,00  

                       
16.000.000,00  

100 Jumlah PMI yang terdaftar prosedural 1 dokumen 1 1 100,0 

 

PROGRAM HUBUNGAN 
INDUSTRIAL 

      
Terwujudnya hubungan industrial 
yang harmonis, dinamis, adil dan 
bermartabat 

        

 Pengesahan Peraturan Perusahaan 
dan Pendaftaran Perjanjian Kerja 
Bersama untuk Perusahaan yang 
hanya Beroperasi dalam 1 (satu) 
Daerah Kabupaten/Kota 

      
Jumlah peraturan perusahaan dan 
perjanjian kerja bersama yang 
disahkan 

        

27 
Penyelenggaraan Pendataan dan 
Informasi Sarana Hubungan 
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja serta Pengupahan 

                      
25.000.000,00  

                       
24.822.200,00  

99 
Jumlah data hubungan industrial dan 
Jamsostek 

20 
perusahaan 

20 20 100,0 
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 Pencegahan dan Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial. 
Mogok Kerja dan Penutupan 
Perusahaan di Daerah 
Kabupaten/Kota 

      
Jumlah perselisihan hubungan 
industrial yang dapat dicegah dan 
diselesaikan 

        

28 Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial, Mogok Kerja dan 
Penutupan Perusahaan yang 
Berakibat/Berdampak pada 
Kepentingan di 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

                      
42.987.000,00  

                       
42.912.600,00  

100 
Jumlah perselisihan yang dapat 
diselesaikan 

15 kasus 15 15 100,0 

 

PROGRAM PENGEMBANGAN 
KAWASAN TRANSMIGRASI 

      

Terlaksananya integrasi 
pembangunan sentra-sentra 
ekonomi antar kawasan wilayah 
transmigrasi 

        

 
Pengembangan Satuan 
Permukiman pada Tahap 
Kemandirian 

      
Jumlah satuan permukiman pada 
tahap kemandirian yang 
dikembangkan 

        

29 
Penguatan Infrastruktur Sosial, 
Ekonomi dan Kelembagaan dalam 
Rangka Kemandirian Satuan 
Pemukiman 

                      
71.000.000,00  

                       
70.851.750,00  

100 
Jumlah infrastruktur sosial, ekonomi 
dan kelembagaan yang diberikan 

1 dokumen 1 1 100,0 

JUMLAH  
                 
5.030.958.757,00  

                  
4.861.245.040,00  

                
96,63,  

                                                                     
,,  

               ,,  
            

2204, 
                     

2188,0, 
            

99,27,  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Musi Rawas pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun kedua dari Rencana 

Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-

2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan 

diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target 

yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. 

Hasil laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi 

Rawas Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Kesimpulan  

“Dari analisis empat sasaran, terdapat empat indikator kinerja utama yang dipilih 

sebagai tolak ukur”. 

Rekomendasi 

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang 

dihadapi dapat dirumuskan saran-saran/rencana aksi sebagai berikut : 

1. Perlu dilakukan peningkatan kompetensi pencari kerja melalui pelatihan pencari 

kerja, pemagangan dan sertifikasi; 

2. Perlu dilakukan pendampingan terhadap wirausaha baru yang telah dibentuk 

supaya dapat berkembang dan dapat berfungsi sebagai penyedia/membuka 

lapangan pekerjaan; 

3. Perlu peningkatan pelayanan publik melalui pusat info kerja untuk memperluas 

penempatan tenaga kerja; 

4. Perlu peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui pembinaan syarat kerja dan 

mediasi hubungan industrial. 
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Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 ini sebagai sarana 

pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tahun 2021, 

untuk dapat dipergunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan 

meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang. 

 

 Muara Beliti,        Januari 2023 

 
KEPALA DINAS 

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

KABUPATEN MUSI RAWAS 
 
 

 
Drs. MEFTA JONI, MM 

PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19660616 198603 1 022 
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Tabel 1.9 

Pengukuran Kinerja 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Meningkatnya Tenaga Kerja yang 
Berdaya Saing 

Persentase tenaga kerja yang 
memiliki sertifikat keahlian 

40 13.09 32.72 

2 
Meningkatnya Akses Ketersediaan 
Lapangan Kerja 

Persentase Kesempatan kerja 
yang tersedia 

64 30.91 48.30 

3 
Meningkatnya Perlindungan 
Tenaga Kerja 

Persentase Tenaga Kerja yang 
mendapatkan perlindungan 

40 100 250 

4 
Meningkatnya kemandirian 
transmigrant 

Persentase Peningkatan 
pendapatan Transmigran 

83 83 100 

5 
Meningkatnya  Kualitas Tata Kelola 
Disnakertrans 

Nilai Evaluasi SAKIP 
Disnakertrans 

72 72 100 

Indeks Profesionalitas ASN 
Disnakertrans 

53.31 53.31 100 
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